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. BUPATI TANAH DATAR,

Menimbang . bahwa memenuhi ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Tanah Datar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2011;

Mengingat - 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25):

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3569);

Q 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penvelenggara Negara vang

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4286);

hn

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):

7. Undang-undang ... ...
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Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400):;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1235, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4437) terakhir dirubah dengan
Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 359, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 200! tentang Pajak Dacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4138):

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 4139);

Pcraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler
dan Kcuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) vang telah beberapa kali mengalami perubahan dan
terakhir melalui Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakvat Daerah:

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan lLavanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502):

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503):

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Dacrah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);

18. Peraturan ... ......
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Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4375);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576):

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4377);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penvusunan dan
Penerapan Standar Pelavanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4583);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penvelenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140. Tambahan Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Nomor 4578).

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemecrintahan Dacrah  Propinsi, dan
Pemerintahan Dacrah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemecrintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007:

Peraturan  Menteri  Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan
Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Pecrwakilan Rakvat Dacrah serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan
Komunikasi Intensif dan Dana Operasional:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan
Peraturan Dacrah dan Peraturan Kepala Dacrah;

30. Peraturan ..........
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011:

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Dana Alokasi Khusus di Daerah;

Peraturan  Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.07/2010 tentang Batas
Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah dan Batas
Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2007 Nomor 2 Seri E);

Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 7 Seri D);

Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Datar Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Penvertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Balairung Citra Jaya Sumbar
(Lembaran Dacrah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyvat Daerah, dan Staf Ahli (Lembaran Dacrah Kabupaten Tanah
Datar Tahun 2010 Nomor 1 Sen D);

Pcraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dacrah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 2 Seri D):

Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Datar Nomor 10 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat., Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Teknis Dacrah
(Lembaran Dacrah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri D);

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP (Lembaran Daerah
Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 4 Seri D);

Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Datar Nomor 12 Tahun 2010 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar
Tahun 2010 Nomor 5 Seri D):

Peraturan Dacrah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun
Anggaran 2011 (Lembaran Dacrah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2011 Nomor
I Sert A):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan ... ....



Menetapkan . PERATURAN BUPATI

TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2011

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 terdiri atas :

I.  Pendapatan
a.  Pendapatan Ashi Daerah
b.  Dana Perimbangan
c.  Lain - lain Pendapatan vang Sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja
a.  Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai

2) Belanja Hibah

3) Belanja Bantuan Sosial

4) Belanja bagi hasil kepada propinsi /
kabupaten / kota dan pemerintahan
desa

5) Belanja Bantuan Kcuangan kepada
propinsi / kabupaten / kota dan
pemerintahan desa

6) Belanja Tidak Terduga

7) Belanja Bantuan Keuangan

b.  Belanja Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal
Jumlah Belanja
3. Pembiavaan
a.  Penerimaan

b.  Pengeluaran
Jumlah Pembiavaan Netto
Surplus ( Defisit)

Rp 42.371.083.328.40
Rp 496.768.088.563,00
Rp 14.649.698.000,00

Rp 394.359.361.821.45
Rp 12.340.570.000,00
Rp 18.577.350.000,00
Rp 968.750.000,00

Rp 11.050.000.000,00

Rp  3.000.000.000,00
Rp 700.000.000,00

Rp. 25.391.870.961.12
Rp 62.927.217.919,08
Rp 106.260.357.071,00

Rp 82.536.807.881,25
Rp 750.000.000,00

Sisa Icbih pembiayaan anggaran tahun berkenan :

Pasal 2

Rp 553.788.869.891.40

Rp 440.996.231.821.,45

Rp 194.579.445 951,20

Rp 635.575.677.772.65

Rp. 81.786.807.881.25
(Rp. 81.786.807.881.25)
Rp 0.00

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I Peraturan

Bupati ini1.

Pasal 3

Pcnjabaran APBD scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran 11 Peraturan

Bupati int

Pasal 4

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisabkan dari Peraturan

Bupati ini.

Pasal 5 ... .



Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan
kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam
Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Januari 2011
BUPATI TANAH DATAR,
dto.

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
pada tanggal 5 Januari 2011
PIt.SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN TANAH DATAR,

dto.

UCU BUNYAMIN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2011 NOMOR 1
SERI A




